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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 812/Pdt.G/2022/PA.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK X X X X X, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  Semula

beralamat di X X X X X Sekarang beralamat di X X X X X,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayat Sudrajat, S.H.

dan  Agung  Cendana  Putra,  S.H.  /ADVOKAT/Penasehat

Hukum  beralamat  di  Jl.  Pahlawan  KHZ.  Musthafa  Ciseda

RT.001  RW.002  Desa  Sukaasih  Kecamatan  Singaparna

Kabupaten  Tasikmalaya berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus

tertanggal 27 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kapniteraan

dengan  register Nomor  1047/Reg.K/2022/PA.Tsm,  tanggal

22 Februari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK,  umur  21  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp.

Lengkongsari RT.022 RW.006, Desa Sirnagalih, Bantarkalong,

Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon / kuasa hukumnya dan saksi-saksi di

muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari

2022  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya

                           Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 812/Pdt.G/2022/PA.Tsm

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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dibawah  Nomor  812/Pdt.G/2022/PA.Tsm  tanggal  22  Februari  2022,  telah

mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya dengan alasan-alasan

yang sudah ditambah dan atau diperbaiki sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Pemohon telah melangsungkan

pernikahan  dengan  Termohon  yang  dilaksanakan  dan  dicatatkan  di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 22

Mei 2017;  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di  rumah

kediaman bersama yang beralamat di X X X X X;  

3. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan kurang

lebih selama 5 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada

dukhul) dan pada saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;  

4. Bahwa rumah tangga  antara  Pemohon dengan Termohon semula

berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 mulai retak,

terjadi  perselisihan/pertengkaran  dan  tempat  kejadiannya  terjadi

ditempat  kediaman  bersama,  kemudian  pada  bulan  Mei  2021  telah

terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Juli

2021  Pemohon meninggalkan  tempat  kediaman bersama dan  pulang

kerumah  orangtua  Pemohon  di  Kp.  Kujang  RT.003  RW.001  Desa

Karangnunggal  Kecamatan  Karangnunggal  Kabupaten  Tasikmalaya,,

sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih

selama 6 (enam) bulan;  

5. Bahwa  sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan  oleh  faktor  ekonomi  dimana  Pemohon  kurang  memberi

nafkah  kepada  Termohon  dan  Termohon  tidak  menerima  keadaan

tersebut;  

6. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang

dihadapi,  Pemohon  telah  mencoba  memusyawarahkan  dengan  pihak

keluarga  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;  
                           Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 812/Pdt.G/2022/PA.Tsm
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7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  sudah  tidak  ada  harapan

berumah  tangga  dengan  tentram  dan  damai  maka  Pemohon

berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari

semua pilihan yang ada;  

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah,  sebagaimana

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus

karena perceraian;  

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut,  Pemohon  mengajukan

permohonan cerai  thalak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin kembali hidup rukun dan

damai  dalam suatu  ikatan  perkawinan,  sehingga  berdasarkan  hukum

untuk menyatakan permohonan cerai thalak ini dikabulkan ;  

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

yang berlaku;  

       Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon

agar Ketua Pengadilan Agama   Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa

dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon (PEMOHON) untuk  menjatuhkan  talak

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  

Atau apabila  Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain

maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil â€“ adilnya

(Ex Aequo et bono)

Bahwa, Pemohon telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Yayat

Sudrajat, S.H. dan Agung Cendana Putra, S.H. /ADVOKAT/Penasehat Hukum

berdasarkan  Surat Kuasa  Khusus  tertanggal  27  Januari  2022  dan  telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya  dengan  Nomor

Nomor 1047/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 22 Februari 2022;
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Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  dengan

didampingi  dan  atau  diwakili  kuasa  hukumnya  datang  menghadap  di  muka

persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang  dan  tidak  pula  menyuruh

orang lain sebagai wakil  atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah

dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya

itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan

para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui  proses mediasi tidak

dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 21 Mei 2017 atas

nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai

cukup,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  diberi

tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi

yaitu :

1. SAKSI  I,  umur  47  tahun,  agama  Hindu,  pekerjaan  Buruh  Harian

Lepas, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan

harmonis,  akan tetapi  sejak bulan Maret  2021 rumah tangganya sudah

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa  penyebabnya  karena  Faktor  ekonomi  dimana  Pemohon

kurang memberi nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak menerima

keadaan tersebut;
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 Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

 Bahwa saksi  pernah  berusaha  menasehati  Pemohon,  akan  tetapi

tidak berhasil;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2.  SAKSI  II,  umur  44  tahun,  agama  Hindu,  pekerjaan  Petani,  tempat

tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :

 Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis  akan tetapi  sejak  bulan  Maret  2021 rumah tangganya sudah

tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  karena

Termohon tidak terima atas kekurangan nafkah dari Pemohon;

 Bahwa  sejak  6  bulan  yang  lalu  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan bahwa

akibat  dari  perceraian  ini  Pemohon  sanggup  memberi  mut’ah  dan  nafkah

selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa,  Pemohon  dalam  kesimpulannya  mengatakan  tidak  akan

mengajukan  suatu  apapun  dan  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar

menjatuhkan putusannya;

Bahwa,  untuk mempersingkat  uraian pertimbangan ini  ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  menguasakan  kepada  kuasa

hukumnya  dan  Yayat  Sudrajat,  S.H.  dan  Agung  Cendana  Putra,  S.H.

/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

Januari  2022,  dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tasikmalaya,  dengan  register  Nomor  1047/Reg.K/2022/PA.Tsm,  tanggal  22

Februari 2022 sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat

diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,

akan  tetapi  tidak  datang  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai

wakilnya/kuasanya  dan  tidak  ternyata  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan

tidak melawan hukum,  maka  Termohon  yang telah  dipanggil  tersebut  harus

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya

dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir

dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan,

demikian  pula  usaha  mendamaikan  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016  Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang,  bahwa selanjutnya berdasarkan alat  bukti  P (berupa foto

copy Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon),  dan juga merupakan

akta otentik dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil, harus

dinyatakan terbukti  bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon

telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  Pemohon  telah  mendasarkan

permohonannya agar diberi  ijin  untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

dengan  alasan  sejak  bulan  Maret  2021  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2021 sehingga tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi  dalam membina rumah tangga,  dimana penyebabnya

karena  Faktor  ekonomi  dimana  Pemohon  kurang  memberi  nafkah  kepada
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Termohon dan Termohon tidak menerima keadaan tersebut sehingga sejak Juli

2021 ( 6 bulan ) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang,  bahwa  dimuka  persidangan  Pemohon  telah  mengajukan

dua orang saksi, yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II,  yang

mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan dimuka

sidang  dibawah  sumpahnya  dan  keterangannya  tersebut  didasarkan

pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain,

maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147,

Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang  bahwa berdasarkan  bukti  P dan  keterangan  kedua  saksi

tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis;

 Bahwa sejak bulan Maret 2021 keadaan rumah tangganya tersebut

sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  penyebabnya  karena  Faktor  ekonomi  dimana  Pemohon

kurang  memberi  nafkah  kepada  Termohon  dan  Termohon  tidak  menerima

keadaan tersebut;

 Bahwa  sejak  6  bulan  yang  lalu  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  hukum tersebut  di  atas,  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  dalam  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi,  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  mengakibatkan  antara  keduanya  telah  berpisah  tempat

tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang,  bahwa disamping itu  para saksi  sudah pernah berusaha

menasehati  Pemohon dan mengatakan tidak  ada kesanggupan untuk  dapat

merukunkannya kembali,  sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;
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Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina

rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan

Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga

yang  bahagia  dan  kekal  lahir  bathin  sebagaimana  yang  menjadi  tujuan

perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

KHI,  dan  membiarkan  suasana  rumah  tangga  yang  demikian,  justru  akan

menimbulkan  mudlarat  bagi  kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu  perceraian

dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah

dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

qvnÌ ÏvpÂ tnÛ¯ ÿ°Õ ØzcÛ¯ ¯uÝSÌ ÿªä

Artinya  :  “Dan  jika  mereka  berazam  (berketetapan  hati)  untuk

menjatuhkan  talak,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha

Mengetahui”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka

permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin

untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang,   bahwa  oleh karena cerai  ini  diajukan  suami   sebagai

Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun

1989  majelis  hakim   akan  memberi   izin   kepada  pemohon  untuk  ikrar

menjatuhkan  talak   didepan  sidang  Pengadilan Agama Tasikmalaya pada

waktu  yang  akan ditentukan kemudian;

Menimbang  bahwa  sebagai  akibat  dari  perceraian,  Pemohon  telah

mempunyai  kesanggupan  untuk  memberi  mut’ah  dan  nafkah  selama  iddah
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kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,-  (dua juta  rupiah),  hal  ini  sejalan

dengan  ketentuan  Pasal  149,  Pasal  80  ayat  (4)  dan  Pasal  160  Kompilasi

Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor

1960/DjA/Hk.00/6/2021,  tanggal  18  Juni  2021,  tentang Jaminan Pemenuhan

Hak-Hak  Perempuan  dan  anak  pasca  perceraian,  maka  kepada  Pemohon

dihukum untuk membayar mut’ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon

sejumlah tersebut diatas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka seluruh biaya perkara  ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

                         M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi  ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj’I terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pemgadilan Agama

Tasikmalaya;

4. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon  mut’ah  dan

nafkah selama iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 13 Sya’ban 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H.,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.  dan Drs. H.

Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan
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dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

para Hakim Anggota dan Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.  

Hakim Anggota Hakim Anggota

 
Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.  Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.  

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.  
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,00

4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya materai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 360.000,00 

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

 Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada

tanggal 
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 Putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sejak

tanggal 
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